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Menimbang a

Mengingat

b

GT'BERITT'R LIIUPUIYG,

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) peraturan
Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan
Pelaksanaan Reform,.a Agraria, Gubernur dan
Bupati/Walikota menrbentuk dan menetapkan Cugus T\rgas
Reforma Agraria di tingkat pro,,-insi dan tingfat
Kabupaten/Kota;

bahwa untuk mendukung pelaksanaan Refotma Agraria
sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Trm dugus
T\.rgas Reiorma Agraria provinsi l.ampung yang terdiri dari
unsur-unsur teknis terkait pemberian penataan Aset dan
Penataan Akses;

!"Jr-" berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
daiam huruf b, serta untuk tertib Jdministrasi dalampelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Gubemur
F-ry"* tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma
Agraria Prorrinsi la.mpung Tahun 2024)
Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang I{omor-41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,sebagaimana telah diubah-beberapa f.J t .&nt aenga;Undang-Undang Nomor 6 Tahun bOZS t"rrt rg penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti fJnaang_Undarrg Nomor 2Tahun 2O22 tentamg Cipta Keaa Vfen;aai"Unaang_Undang;

undang-Undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang pemeritahan
Daerah, sebagaimana telah diubah U"U"."p"'f."fi terakhir
{engan Undang-Undang Nomor O tafru.r' ZO23 tentangPenetapan peraturan pegrgrintah e""gg;;- Ur;ang_UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang UiG -K;rl" 

MenjadiUndang-Undang;

Peraturan Pemerintah 
_Nomor 24 Tahun iggl tentangPendaftaral Tanah setagaimana t.faf, 

--aiut"n 
denganPeraturan pemerintah Nornor f S tahun ZOif- terrt"ng HatPengelolaan, Hak Atas Tanah, Sat"u" nu_ri, Su"u, cl"nPendaftaran Tanah;

Peraturan presiden Ngmor 62 Tahun 2023 tentangPercepatan pelaksanaan Reforma Agr r.il; 
..
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6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badarl peitanahan
Nasional Nomor 3 Tahrrn 1997 tentapg iicrc,tuanr
Peraksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan
Ta+a. Ruang/Kepala Badan Penanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2021;

Surat pengesahan Menteri Keuangan Nomor SP. DIPA-
056.01.2.431209/2024 tanggal 24 November 2023 tentang
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Prcvinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

I{EPUTUSAN GI'BERIIT'R ?EITTANG PEMBEITTT'KAN
TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPU.I{G
2ol24.

GUGUS
TAHUN

Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung
Tahun 2024, dengart susunar personalia sebagaimana tercantum
dalam l,ampiran Keputusan ini.

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
rnempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana keg'a pelaksanaan Gugus Tugas Reforma

Agraria di tingkat pror.insi yang terintegrasi dengan program
dan kegiatan dari perangkat daerah;

b. mengoor-dinasikal penye<iiaan Tanah Objek Refonna Agraria
(TORA) dalarn rargka Penataan Aset di tingkat provinsi;

c. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;

d. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan Aset dan
Penataan Akses di tingkat provir,si;

e. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria ditingkat
provinsi;

f. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria provinsi kepada
Gugus Tugas Reforma Agraria pusat;

g.mengoordinasikan dan r.'.remfasilitasi penanganansengketa
dan konflik agraria di tingkat provinsi; dan

h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung perryelenggai.aan Reforma Agraria terkaitpenyelesaian sengketa dan konflik agraria, fepala Kejaksaan
Tlge, Kepala Kepolisian Daerah La.mpung, dan Komandan ResorMiliter 043 Garuda Hitam Lampung, Iurut serta rnembantu
Gugus Tt-rgas Reforma Agraria provinsi.

Gugus Tugas Refonna ,\lparia sebagaimana J,.rralz*,ri n^n-
fiil.tum Kesatu dibenkan honorarium terhitung sejak buian Maret
2024 sampat dengan bulan Desember 2024.

KEEMPAT
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KELIMA

KEENAM

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Daftar Isiarr pelaksanaan .A,nggaran (DIpA)
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi l,ampung
pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggarai
2024.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
26Seb@art 2024

G

AIDI

Tembusal:
1. I\{enteri Koordinator Bidang Perekonomian R.l di Jakarta;
?,. Menteri Da.lam Negeri RI di Jal<arta;
3. Menteri Agra-ria dan Tata Ruang/liepala Badan pertanalan Nasional di Jakarta;4. Dircktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agrada dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahar Nasional di Jakarta;
5 Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar.Lampung;
6. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar l,ampung;
7. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;8. Bupati/Walikota se-Provinsl Lampung;
9., Kepala Kaator wilayah Badan pertanahan Nasional ryovinsi l-ampung di Baodar Lampung;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung;
1 1. Masing-masing anggota Gugus Tugas yar,g bersangkutan.
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SUSUIYAN PERSOIVALIA GUGUS TUGAS NEFORMA AGRARIA
PROVINSI LAMPINgG'TAIIUIV 2024

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GI.JBERNI.JR
NOMOR :G/ 2o4 /B.O
TANGGAL: 26 FCbANCi

LAUMPTJNG

3/HK/',2o24
2024

Gubernur lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

Kepala Kantor Wilayah Badan pertanal.an Provinsi
I-ampung.

Kepala Dinas Perumaha,u, Kawasan Permukiman
dan Cipta Kar5ra Provinsi L.ampung.

1. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan
pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasiona-l
Provinsi Lampung.

2. Kepala Bagran Tata Usaha Kantor Wilarvah. Badan
Pertanahan Nasional Provinsi l,ampung.

3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
[a.mpung.

4. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan pada
Dinas Perumahan, 'lawasan pemu[i62n 6lap
Cipta Karya Provinsi Lampung.

5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik
Negara Kantor Wilayah Badan Pertarrahan
Nasional Provinsi Lampung.

6. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Penataan
dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

7. Analis Pertanahan pada Bidang pena.taan dan
Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasiona-l Provinsi L,ampung.

1" Kepala Kejaksaan Tinggi llrovinsi Lampung.
2. Kepala Kepolisian Daerah provinsi i,ampung.
3. Komandan Resor Militer 043 Canrda ]{itam

Lampung.

4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
dan Tran smigrasi Prorrinsi Lampung.

5. Kepala Baiai Pernantapan Kawasan Hutan dan
Tata Lingkungan Wilayah XX.

6. Kepala Bid.ang Suiwei dan pemetaan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi
I-^ampung.

7. Kepda Bidang Penetapan Hak dan Fendaftaran
Kantor Witayah Badan pertanahan Nasional
Provinsi Lampurrg.

8. Penata Kadastral Muda pada Bidang Survei dan
Pemetaan Kantor Wilayah Badan pertanahan
Nasional Provinsi Lampung.

I.

II.

III.

Ketua

Wakil Ketua

Ketua Pelaksana
Harian

Sekretaris

V. Anggota

Satgas Penataan
Aset dan
Optimalisasi
Sumber TORA

IV.

o

o
VI
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VII

VIII. Satgas Penataaa
Akses

9. Penata Pertanahan Muda pada Bidang
Peneta.pan Hak dan pendaftaran Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional provinsi
Lampung.

10. Penata Pertarahzrn Muda pada Bidang
Penataan dan Pemberciayaan I(antor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

11. Analis Pertanahan pada Bidang Penataan dan
Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan
Pertalahan Nasional Provinsi lampu., rg.

12. Analis PerE nahan pada Bidang t errertaarr riir.rr
Pemberdayaan Kantor Wilayah Bader.n
Pertanahan Nasional Provinsi l,ampung.

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.

2. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.

3. Komandan Resor Militer Garuda Hitam
lannpung.

4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Lampun61.

6. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional h'ovinsi l,a:npung.

7. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Itlasional Provinsi Lampung.

8. Penata Pertanahan Muda pada Bidang
Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor
Wilayah Badan Fertanahan Nasional provinsi
l,ampung.

9. Penata Pertanahan Pertama pada Bidang
Penataan dan pemberdayaan dan
Pengernbangan l(antor Wilayah Badan
Peitanahan Nasional Prorrinsi Lampung.

10. Anggota Konsorsium pembaruan Agraria
Provinsi Lampurg, Forum Masyarakat Register.

11. Anggota Konsorsium pembaruan Agraria
Provinsi La.mpung, Serikat Tani Kerja Gerak
Bersama.

1. fepeQ Badan pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi la.mpung.

2. Kepala Badan perencanaan pembangunan
Daerah Provinsi l,amprrng.

3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
Provinsi krmpung.

4. Kepala Dinas l(operasi, Usaha l(ecii dan
Menerrgah Provinsi Lampung.

5. Kepala Dinas periirdustrian dan perdagangan
Pronnsi lampung,

Satgas
Inventarisasi dan
Penyelesaian
Konflik Agraria
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6. Kepala Dinas Ketahanan pangan. Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.

7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanair provinsi
Lampung.

8. Ketua Forum Corpo rate Socid Respon-sibilitg
(CSRI Lampung.

9. Fftli Pertama Penggerak Swadaya Masyaralat
pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provin si Lampung.

LAMPUNG,

AIDIo

o


